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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa untuk pemilihan Kepala Dacrah pada tahun

2015 vang memerlukan biava vang sangat tinggi,
3 3 k, £ & LI,

sehingga diperiukan perencanaan anggaran
kebutuhannya;

b. bahwa berdasakan Pasal 76 avat (1) Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemecrintah
Daerah, Daerah dapat membentuk dana cadangan
guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran vyang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar chra

Republik Indonesia Tahun 1945; ¢
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Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pernbentukan Daerah-Dacrah  Tingkat i dalam
Wilavah Daerah—Daerah Tingkat I 13ali, Nusa Tenggara
Baral dan Nusa Tenggara Thmur {Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1058 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan

g3

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844j;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia  Tahun 2004 Nomor 120, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ¢438);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubiiik  Indonesia  Tahan 2005 Nomor [0,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4503,

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 20006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; £




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARALI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH

TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
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Daerah adalah Kabupaten Manggarai.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten Manggarai.
Bupati adalah Bupati Manggarai,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dan relatif besar yang tidal dapat dipenuhi dalam saiy
tahun anggaran,

Keuangan Dacrah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam ranuke
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentulk kekayaan vang herhubu NoAn

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. £
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Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahnaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang sclanjuinva disingkar PPRD
adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah vang mempunyai
tugas melaksanakan pengeiolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Pembiavaan Daerah adalah semua penerimaan vang periu dibavar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang sclaniutnva disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran  anggaran

selama satu periode anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

‘Ruang lingkup pembentukan dana cadangan meliputi:

d.

b.
. C.
C.
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penetapan tujuan pembentukan dana cadangarn;
program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
besaran dana cadangan;
sumber dana cadangan; dan
tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud pembentukan dana cadangan guna mendanai keeiatan yeng

dalam satu tahun anggaran, [4




(2) Tujuan pembentukan dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan biaya

pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang diperoleh dari penyisihan dana

pada tiap tahun anggaran.

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN

Pasal 4

Dana cadangan digunakan untuk program dan kegiatan pemilihan kepala

daerah.

BAB V
C BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1) Dana cadangan ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar
rupiah).

(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada
APBD Tahun Anggaran 2014,

BAB VI
SUMBER DANA CADANGAN

c Pasal 6

Dana cadangan bersumber dari APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus,
pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk

pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. £
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~ BAB VI
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening

kas daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud Pasal 4.
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud v aval {10 pating Gl
sejumlah pagu dana cadangan vang akan digunakan uniuk mendanai
peiaksanaan kegiaian dalam tahun anggaran herkenaan, sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Peraturan dacrah fentang pemhentukan dena
cadangan.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada  avar (1), dilakukan
dengan sural perintah pemindahbukuan oich huasa Sendahara Umum
Daerah atas persetujuan PPKD.

Dalam hai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 hural d,
telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka
dana cadangan vang masih tersisa pada rekening dana cadangan
dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah oleh kuasa Bendahara
Umum Daerah atas persetujuan PPKD.

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai deari
dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausaihaan Prograim

lainnya.
Pasal 8

Dana cadangan dibukukan dalam rekening fersendiri atas nama dana
cadangan pemerintah daerah vang dikeloia oleh  Bendahara  Umninn
Daerah.

Dana cadangan tidak dapar digunakan untuk membiavai program dan
kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan dac;ah
tentang pembentukan dana cadangan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan apabila dana

cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan, €




(4)

(2)

(3)

Dana cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum
daerah guna pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimalesd

pada ayat (3).

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada avat (4), paling rtiv,zi
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendeai
pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan duana
cadangan.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum
Daerah atas persetujuan PPKD.

Dalam hal program dan kegiatan schagaimana dimaksud pada avat (3,
telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanva tfelah tercapai, maka
dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan,

dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
Pasal 9

Dalam hal dana cadangan vang ditempatkan pada  rekening  dana
cadangan belum digunakan sesuaj dengar peruniukannva, dana lerseiiul
dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan
risiko rendah.
Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangé% dan
penempatan dalam portofolio sebagaimana dimalksud pada  aval (1],
menambah jumlah dana cadangan.

Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi:

a. deposito; dan

b.  surat berharga lainnva vang dijamin pemerintah.

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari
dana cadangan diperiakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan

program/kegiatan lainnya, &
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BAB VIII

Pasal 10

Peraturan Daerah ini, mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Moy - ™ O ; S R N U | T
pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Manggarai.

Apupatt manbcarar ,(/

4 CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 22 Oktober 201

SEKRETARIS DAERAH /&
KABUPATEN

ANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2013 NOMOR 12.




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
OMOR 12 TAHUN 20613
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015
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Pendanaan atas suaftu program atau  keeiatan dafam rangia
pelaksanaannya, tidak serta merta harus dianggarkan pada tahun
berjalan. Pemilihan Kepala Dacrah, penvertaan modal dan  kegiatan
lainnya yang membutuhkan dana yang bhesar, pendanaannya dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan persiapan serta
ketersediaan dana.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimanan telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Dana Cadangan didefenisikan sehagai dana vang
disisihkan guna mendanai kegiaran vang memeriukan dan reiatif hesar
yvang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dalam konteks Kabupaten Manggarai. Pemiliban Kepaia  Daecran
(Pilkada) Tahun 2015 merupakan salah satu hajatan lima tahunan yang
membutuhkan dana yang tidak scdikit dan tidah dapal dinnggarkan
dalam satu tahun anggaran, sehingga perencanaan lerhadap anggaian
tersebut harus muiai dipersiapikan sejak i 2013,

Keterbatasan-keterbatasan dalam keuangan dacrah pasca-otonomi
daerah membuka ruang bagi pembuaran diskresi oieh Pemerintan Dacrai
terkait pembiayaan program yang membutuhkan dana relatif besar.
Selain itu, faktor periode anggaran vang “(eriaiu singkat”, vakni satu
tahun fiskal (1 Januari - 31 Desember) menimbulkan persoalan atas

kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) daerah. Impiikasi dari kondisi
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II.

tersebul adalah diberikannya kewenangan kenada Pemerintabh Dacran
untuk membentuk dana cadangan. Secara’ cicsplisii, Pasal 122 Peratuian
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimanan teiah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelob
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat

membentuk Dana Cadangan.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jeias.
Pasal 5

Cukup jeias.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Culkup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jeias.
Pasal 11

Cukup jelas. #
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Pasal 12

Cuikup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 01%. £




